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KEDUDUKAN ANAK LUAR KAWIN (ANALISIS PUTUSAN  
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR: 46/PUU-VII/2010)  
 
Oleh   





This research aims to study and explain the legal basis, the 
Constitutional Court partially granted the claim Hj. Aisha Mochtar in 
judicial Act No. 1 of 1974 on Marriage and to study and explain the rights 
of illegitimate children after the release of the Constitutional Court 
Decision No. 46/PUU-VII/2010. The method used in this research is a 
normative legal research methods. The data obtained from the literature 
material, regulations, opinions of experts and Internet media. The results of 
this study are: (1) The legal basis of the Constitutional Court partially 
granted the claim Hj. Aisha Mochtar, which is an improper and unfair 
when the law stipulates that children born of pregnancies because of 
sexual relations outside of marriage only had relationships with women as 
mothers and men who have sex free pregnancy and childbirth because 
of his responsibilities as a father and the law that negates the rights of the 
child to the man as his father. Regardless of the procedure or the 
administration of married mothers and men who impregnate his mother, a 
child born should be protected by law; (2) Since the enactment of the 
Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VII/2010, the basic rights of 
children as contained in Article 4 to Article 18 of Law Number 23 Year 2002 
on Child Protection can be provided in full. In addition, children out of 
wedlock have the right to earn a living and family legacy of his father and 
his biological father. 
 




kan suatu ikatan yang sah 
untuk membina rumah 
tangga dan keluarga 
sejahtera bahagia di mana 
kedua suami istri memikul 
amanah dan tanggung 
jawab, si istri oleh karenanya 
akan mengalami suatu 
proses psykologis yang berat 
yaitu kehamilan dan melahirkan 
yang meminta pengorbanan.1 
Pasal 1 Undang-Undang No. 1 
Tahun 1974tentang Perkawinan, 
menyebutkan bahwa:  
“Perkawinan ialah ikatan lahir 
batin antara seorang pria dan 
seorang wanita sebagai suami 
                                                          
1 Majalah Nasehat Perkawinan No. 109 ke X Juni 
1981, Penerbit Badan Penasehat Perkawinan Perselisihan 
dan Perceraian (BP4), hlm. 14. 
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istri dengan tujuan mem-
bentuk keluarga (rumah 
tangga) yang bahagia 
dan kekal berdasarkan 
Ketuhanan Yang Maha 
Esa”.  
Pasal 1 ini mengan-
dung arti dan tujuan 
perkawinan. Arti “Perkawin-
an” dimaksud adalah: 
“Ikatan lahir bathin antara 
seorang pria dengan seorang 
wanita sebagai suami istri, 
sedangkan “tujuan” per-
kawinan dimaksud adalah   : 
membentuk keluarga (rumah 
tangga) yang bahagiaan 
dan kekal berdasarkan 
Ketuhanan Yang Maha Esa. 
Salah satu tujuan 
perkawinan adalah men-
dapatkan keturunan sebagai 
penerus dalam kehidupan 
keluarga. Kehadiran seorang 
anak merupakan kebahagia-
an dan kesejahteraan bagi 
pasangan suami isteri mau-
pun keluarganya. Untuk 
membentuk keluarga yang 
bahagia dan sejahtera, 
maka orang tua membina 
dan memelihara anaknya 
dengan cinta kasih, per-
hatian yang cukup, termasuk 
pendidikan, kesehatan dan 
kebutuhan keluarga. 
Dalam kehidupan se-
hari-hari di masyarakat 
kelahiran seorang anak 
dapat juga terjadi karena 
diluar perkawinan yang sah 
dimana kehadiran seorang 
anak dalam suatu keluarga tidak 
selamanya merupakan suatu 
kebahagiaan. Kehadiran anak 
tersebut merupakan  suatu aib 
bagi keluarganya. Kelahiran 
seorang anak luar kawin tidak 
hanya diakibatkan oleh suatu 
hubungan di luar nikah, dalam 
keadaan tertentu dapat juga 
melahirkan seorang anak luar 
kawin, seperti pelaksanaan 
perkawinan yang dilakukan hanya 
secara adat dan tidak dicatatkan 
sesuai dengan ketentuan per-
aturan perundang-undangan 
yang berlaku.  
Pasal 2 Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan. Menyatakan bahwa: 
1) Perkawinan adalah sah 
apabila dilakukan menurut 
hukum masing-masing aga-
ma dan kepercayaannya itu;  




Apabila anak yang lahir 
diluar perkawinan yang sah, maka 
Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan 
bahwa:  
“Anak yang dilahirkan di luar 
perkawinan hanya mempunyai 
hubungan perdata dengan 
ibunya dan keluarga ibunya”. 
Dengan demikian, maka 
anak yang dilahirkan di luar kawin 
tidak mempunyai hubungan 
keperdataan dengan ayah 
bilogisnya, walaupun perkawinan 
antara ibu dan ayah biologisnya 
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sah menurut agama yang 
dianut. Selain itu, ketentuan 
pasal tersebut di atas juga 
meniadakan hak anak untuk 
mewarisi harta yang diting-
galkan ayah biologisnya.  
Sri Wahyuni sebagai-
mana dikutip oleh Nurahman 
Hidayat menyatakan bahwa:  
“Anak yang tidak sah itu 
hanya mungkin mewaris 
dari ibu atau kerabat 
ibunya, karena sebagai-
mana dalam Pasal 43 ayat 
(1) Undang-Undang Nomor 
1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan menentukan 
bahwa ia hanya mem-
punyai hubungan perdata 
dengan ibunya dan 
keluarga ibunya”.2 
Bertitik tolak hal-hal 
tersebut di atas, dapat 
dikemukakan status anak luar 
kawin dapat merugikan hak 
anak termasuk hak konstitusi-
onal. Hal ini terlihat dari kasus 
Aisyah Mochtar alias 
Machica dan Muhammad 
Iqbal Ramadhan yang belum 
mempunyai status yang jelas 
terhadap Ayah Kandung, 
sehingga mereka mengaju-
kan uji materi (judicial review) 
terhadap Pasal 2 ayat (2) 
dan Pasal 43 ayat (1) 
Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 1974 tentang 
                                                          
2 Nurahman Hidayat, 2009, Kedudukan 
Anak Luar Kawin dalam Islam, Jakarta: Ghalia 
Indonesia, hlm. 19. 
 
Perkawinan ke Mahkamah 
Konstitusi.3 
Pada tanggal 20 Desember 
1993, di Jakarta telah berlangsung 
perkawinan antara Aisyah 
Mochtar alias Machica binti 
Mochtar Ibrahim dengan seorang 
laki-laki bernama Moerdiono, 
dengan wali nikah almarhum 
Moctar Ibrahim, disaksikan oleh 
dua orang saksi, masing-masing 
bernama M. Yusuf Usman dan 
Risman. Perkawinan tersebut tidak 
dicatat menurut peraturan 
perundang-undangan yang ber-
laku. Perkawinan tersebut lahir 
seorang anak yang bernama 
Muhammad Iqbal Ramadhan. 
Oleh karena, perkawinan tersebut 
tidak dicatat menurut peraturan 
perundang-undangan yang ber-
laku, maka berdasarkan ketentu-
an Pasal 43 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 
tentang Perkawinan, anak yang 
lahir tersebut hanya mempunyai 
hubungan perdata dengan ibu 
dan keluarga ibunya.  
Dalam permohonannya 
Pemohon (Aisyah Mochtar alias 
Machica dan Muhammad Iqbal 
Ramadhan) mengemukakan bah-
wa:4 
1. Pemohon merupakan pihak 
yang secara langsung 
mengalami dan merasakan 
hak konstitusionalnya dirugi-
                                                          
3 Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 
46/PUU-VII/2010 maka Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diubah. 
4 Ibid.  
 




Nomor 1 Tahun 1974 
tentang Perkawinan ter-
utama berkaitan de-
ngan Pasal 2 ayat (2) 
dan Pasal 43 ayat (1). 
2. Hak konstitusional Pe-
mohon yang telah 
dilanggar dan merugi-
kan tersebut adalah hak 
sebagaimana dijamin 
dalam Pasal 28B ayat (1) 
dan Pasal 28B ayat (2) 
UU 1945. 
3. Pemohon secara objektif 
mengalami kerugian 
materi atau finansial, 
yaitu Pemohon harus 
menanggung biaya ke-
hidupan untuk kehidup-
an Pemohon serta untuk 
membiayai dalam rang-
ka pengasuhan dan 
pemeliharaan anak.  
Bertolak dari per-
mohonan tersebut, maka 
permasalahan yang akan 
dianalisis adalah kedudukan 
anak luar kawin yang 
diputuskan oleh Mahkamah 
Konstitusi adalah sebagai 
berikut: (1) Apa yang menjadi 
dasar hukum Mahkamah 
Konstitusi mengabulkan 
sebagian gugatan Hj. Aisyah 
Mochtar dalam uji materi 
(yudicial review) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 
tentang Perkawinan?; (2) 
Bagaimana hak-hak anak 
luar kawin pasca keluarnya 
putusan Mahkamah Konstitusi 
Nomor: 46/PUU-VII/2010 tersebut. 
 
B. METODE PENELITIAN 
Jenis penelitian ini termasuk 
dalam kategori penelitian hukum 
normatif. Penelitian hukum norma-
tif adalah “penelitian hukum yang 
dilakukan dengan cara meneliti 
bahan pustaka atau data 
sekunder.”5 Pembahasan didasar-
kan pada peraturan perundang-
undangan, dokumen, jurnal 
hukum, laporan hasil penelitian 
serta referensi yang relevan. 
Pendekatan masalah dalam 
penelitian dilakukan melalui 
pendekatan perundang-undang-
an (statute aprroach). Pendekat-
an undang-undang (statute 
Aprroach) dilakukan dengan 
menelaah semua undang-
undang dan regulasi yang 
bersangkut paut dengan isu 
hukum yang sedang ditangani.6 
Penggunaan pendekatan ter-
sebut dimaksudkan untuk 
mengetahui bagaimana kedu-
dukan hukum anak luar kawin 
pasca keluarnya putusan 
Mahkamah Konstitusi terhadap 
Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 
Perkawinan dan akibat hukum 
yang timbul setelah keluarnya 
putusan Mahkamah Konstitusi 
                                                          
5Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2003, 
Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: 
Rajawali Pers, hlm. 15. 
6 Peter Mahmud Marzuki, 2010, Penelitian Hukum, 
Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 93. 
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terhadap Pasal 43 Ayat (1) 
Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 1974 tentang 
Perkawinan. 
 
C. HASIL PENELITIAN DAN 
PEMBAHASAN 
1. Dasar Hukum Mahkamah 
Konstitusi Mengabulkan 
Sebagian Gugatan Hj. 
Aisyah Mochtar Dalam Uji 
Materi (Judicial Review) 
Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 1974 tentang 
Perkawinan. 
Perkawinan merupa-
kan bagian hidup yang 
sakral, karena harus mem-
perhatikan norma dan 
kaidah hidup dalam 
masyarakat. Namun kenyata-
annya, tidak semua orang 
berprinsip demikian, dengan 
berbagai alasan pembenar-
an yang cukup masuk akal 
dan bisa diterima masya-
rakat, perkawinan sering kali 
tidak dihargai kesakralannya, 




an yang tidak dicatatkan 
atau yang dikenal dengan 
berbagai istilah lain seperti 
‘kawin bawah tangan’, 
‘kawin siri’ atau ‘nikah sirri’, 
adalah perkawinan yang 
dilakukan berdasarkan atur-
an agama atau adat istiadat 
dan tidak dicatatkan di 
kantor pegawai pencatat 
nikah (KUA bagi yang beragama 
Islam, Kantor Catatan Sipil bagi 
non-Islam). Istilah sirri berasal dari 
bahasa arab sirra, yang berarti 
rahasia. Kawin siri, menurut arti 
katanya, perkawinan yang 
dilakukan dengan sembunyi-
sembunyi atau rahasia.7 
Perkawinan di bawah ta-
ngan tidak tidak dilakukan di 
hadapan pegawai pencatat 
nikah. Kawin itu dianggap sah 
menurut agama tetapi melanggar 
ketentuan pemerintah, yakni 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
1974 tentang Perkawinan. Akibat 
lebih jauh dari perkawinan yang 
tidak tercatat adalah, anak-anak 
yang dilahirkan dari perkawinan 
tersebut tidak berhak menuntut 
nafkah, biaya pendidikan atau-
pun warisan dari ayahnya.8 
Pasal 43 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 974 
tentang Perkawinan menetapkan 
bahwa:  
“Anak yang dilahirkan di luar 
perkawinan hanya mempunyai 
hubungan perdata dengan 
ibunya dan keluarga ibunya”.  
Dengan demikian, Anak 
yang lahir di luar perkawinan atau 
sebagai akibat hubungan suami 
isteri yang  dicatatkan, hanya 
mempunyai hubungan na-sab, 
hak dan kewajiban nafkah serta 
hak dan hubungan kewarisan 
                                                          
7 Mahmud Yunus, 1971, Hukum Perkawinan 
Dalam Islam, Jakarta: Hidakarya Agung, hlm. 176. 
8 Dampak Perkawinan Bawah Tangan terhadap 
Anak, http://www.lbh-apik.or.id., diakses pada tanggal 28 
Maret 2012. 
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dengan ibunya serta 
keluarga ibunya saja, tidak 
dengan ayah/ bapak alami 
(genetiknya), kecuali 
ayahnya tetap mau 
bertanggung jawab dan 
tetap mendasarkan hak dan 
kewajibannya menurut hu-
kum Islam. Perkawinan siri 
tidak dapat mengingkari 
adanya hubungan darah 
dan keturunan antara ayah 
biologis dan si anak itu sendiri. 
Begitu juga ayah/bapak 
alami (genetik) tidak sah 
menjadi wali untuk menikah-
kan anak alami (genetiknya), 
jika anak tersebut kebetulan 
anak perempuan. Jika anak 
yang lahir di luar kawin 
tersebut berjenis kelamin 
perempuan dan hendak 
melangsungkan pernikahan 
maka wali nikah yang 
bersangkutan adalah wali 
Hakim, karena termasuk 
kelompok yang tidak 
mempunyai wali. 
Ketentuan Pasal 43 
ayat (1) Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 974 tentang 
Perkawinan membawa kon-
sekuensi, anak yang lahir dari 
kawin siri atau nikah tidak 
dicatatkan secara hukum 
negara tidak mempunyai 
hubungan hukum dengan 
ayahnya. Hal tersebut antara 
lain akan terlihat dari akta 
kelahiran si anak. Dalam akta 
kelahiran anak yang lahir dari 
perkawinan siri tercantum 
bahwa telah dilahirkan seorang 
anak bernama siapa, hari dan 
tanggal kelahiran, urutan 
kelahiran, nama ibu dan tanggal 
kelahiran ibu (menyebut nama ibu 
saja, tidak menyebut nama ayah 
si anak). Demikian diatur 
dalam Pasal 55 ayat (2) huruf 
(a) Peraturan Pemerintah Nomor 
37 Tahun 2007 tentang Pelaksana-
an Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2006 tentang Administrasi 
Kependudukan. Selain itu, 
konsekuensi dari tidak adanya 
hubungan antara ayah dan anak 
secara hukum juga berakibat 
anak luar kawin tidak mendapat 
warisan dari ayah biologisnya.  
 
2. Pendapat Hukum Mahkamah 
Konstitusi Terhadap Gugatan Hj. 
Aisyah Mochtar dalam Uji 
Materi (Judicial Review) 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
1974 tentang Perkawinan 
Mahkamah Konstitusi ber-
pendapat secara alamiah, tidak-
lah mungkin seorang perempuan 
hamil tanpa terjadinya pertemuan 
antara ovum dan spermatozoa 
baik melalui hubungan seksual 
maupun melalui cara lain 
berdasarkan perkembangan 
teknologi yang menyebabkan 
terjadinya pembuahan. Oleh 
karena itu, tidak tepat dan tidak 
adil manakala hukum menetap-
kan bahwa anak yang lahir dari 
suatu kehamilan karena hubung-
an seksual di luar perkawinan 
hanya memiliki hubungan dengan 
perempuan tersebut sebagai 
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ibunya. Adalah tidak tepat 
dan tidak adil pula jika 
hukum membebaskan laki-
laki yang melakukan 
hubungan seksual yang 
menyebabkan terjadinya 
kehamilan dan kelahiran 
anak tersebut dari tanggung 
jawabnya sebagai seorang 
bapak dan bersamaan 
dengan itu hukum meniada-
kan hak-hak anak terhadap 
lelaki tersebut sebagai 
bapaknya. Lebih-lebih mana-
kala berdasarkan perkem-
bangan teknologi yang ada 
memungkinkan dapat dibuk-
tikan bahwa seorang anak itu 
merupakan anak dari laki-laki 
tertentu. Akibat hukum dari 
peristiwa hukum kelahiran 
karena kehamilan, yang 
didahului dengan hubungan 
seksual antara seorang 
perempuan dengan seorang 
laki-laki, adalah hubungan 
hukum yang di dalamnya 
terdapat hak dan kewajiban 
secara bertimbal balik, yang 
subjek hukumnya meliputi 
anak, ibu, dan bapak.  
Berdasarkan uraian di 
atas, menurut Mahkamah 
Konstitusi hubungan anak 
dengan seorang laki-laki 
sebagai bapak tidak semata-
mata karena adanya ikatan 
perkawinan, akan tetapi 
dapat juga didasarkan pada 
pembuktian adanya hubung-
an darah antara anak 
dengan laki-laki tersebut 
sebagai bapak. Dengan demiki-
an, menurut Mahkamah Konstitusi 
terlepas dari soal prosedur atau 
administrasi perkawinannya, anak 
yang dilahirkan harus mendapat-
kan perlindungan hukum. Jika 
tidak demikian, maka yang 
dirugikan adalah anak yang 
dilahirkan di luar perkawinan, 
padahal anak tersebut tidak 
berdosa karena kelahirannya di 
luar kehendaknya. Anak yang 
dilahirkan tanpa memiliki kejelasan 
status ayah seringkali mendapat-
kan perlakuan yang tidak adil dan 
stigma di tengah-tengah masya-
rakat. Hukum harus memberi 
perlindungan dan kepastian 
hukum yang adil terhadap status 
seorang anak yang dilahirkan dan 
hak-hak yang ada padanya, 
termasuk terhadap anak yang 
dilahirkan meskipun keabsahan 
perkawinannya masih diperseng-
ketakan. 
Berdasarkan hal-hal tersebut 
di atas, Mahkamah Konstitusi 
menyatakan: 
a. Mengabulkan permohonan 
para Pemohon untuk sebagi-
an. 
b. Pasal 43 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 
tentang Perkawinan (Lembar-
an Negara Republik Indone-
sia Tahun 1974 Nomor 1, 
Tambahan Lembaran Nega-
ra Republik Indonesia Nomor 
3019) yang menyatakan: 
“Anak yang dilahirkan di luar 
perkawinan hanya mem-
punyai hubungan perdata 
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sia Tahun 1945 sepan-
jang dimaknai meng-
hilangkan hubungan 
perdata dengan laki-laki 
yang dapat dibuktikan 
berdasarkan ilmu pe-
ngetahuan dan teknolo-
gi dan/atau alat bukti 




c. Pasal 43 ayat (1) 
Undang-Undang Nomor 
1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan (Lembaran 
Negara Republik Indone-
sia Tahun 1974 Nomor 1, 
Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indone-
sia Nomor 3019) yang 
menyatakan: “Anak 
yang dilahirkan di luar 
perkawinan hanya 
mempunyai hubungan 
perdata dengan ibunya 
dan keluarga ibunya”.  




data dengan laki-laki 
yang dapat dibuktikan 
berdasarkan ilmu pe-
ngetahuan dan teknolo-
gi dan/atau alat bukti 
lain menurut hukum 
ternyata mempunyai hu-
bungan darah sebagai 
ayahnya, sehingga ayat 
tersebut harus dibaca: 
“Anak yang dilahirkan di 
luar perkawinan mem-
punyai hubungan perdata 
dengan ibunya dan 
keluarga ibunya serta 
dengan laki-laki sebagai 
ayahnya yang dapat 
dibuktikan berdasarkan 
ilmu pengetahuan dan 
teknologi dan/atau alat 
bukti lain menurut hukum 
mempunyai hubungan 
darah, termasuk hubungan 
perdata dengan keluarga 
ayahnya”. 
d. Menolak permohonan para 
Pemohon untuk selain dan 
selebihnya. 
e. Memerintahkan untuk me-
muat putusan ini dalam Berita 
Negara Republik Indonesia 
sebagaimana mestinya. 
Bertitik tolak dari Putusan 
Mahkamah Konstitusi tersebut di 
atas, ketentuan Pasal 43 ayat (1) 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
1974 tentang Perkawinan berubah 
menjadi : 
“Anak yang dilahirkan di luar 
perkawinan mempunyai hu-
bungan perdata dengan 
ibunya dan keluarga ibunya 
serta dengan laki-laki sebagai 
ayahnya yang dapat dibukti-
kan berdasarkan ilmu penge-
tahuan dan teknologi dan/atau 
alat bukti lain menurut hukum 
mempunyai hubungan darah, 
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termasuk hubungan per-
data dengan keluarga 
ayahnya”. 
Mencermati isi Pasal 43 
ayat (1) Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan setelah adanya 
putusan Mahkamah Konstitusi 
tersebut terdapat beberapa 
hal yang perlu dijelaskan, 
yaitu : berkaitan dengan 
maksud dapat dibuktikan 
berdasarkan ilmu pengetahu-
an dan teknologi dan/atau 
alat bukti lain menurut hukum 
mempunyai hubungan da-
rah. 
Ilmu atau ilmu penge-
tahuan adalah seluruh usaha 
sadar untuk menyelidiki, 
menemukan, dan meningkat-
kan pemahaman manusia 
dari berbagai segi kenyataan 
dalam alam manusia.  Ilmu 
bukan sekadar pengetahuan 
(knowledge), tetapi merang-
kum sekumpulan pengetahu-
an berdasarkan teori-teori 
yang disepakati dan dapat 
secara sistematik diuji de-
ngan seperangkat metode 
yang diakui dalam bidang 
ilmu tertentu.9 Sedangkan 
teknologi adalah terapan 
praktis ilmu pengetahuan, 
khususnya dalam ruang 
lingkup tertentu dan kemam-
puan yang diberikan oleh 
                                                          
9Ibrahim Anan, Definisi Ilmu. 
http://www.hukumonline.com. Diakses tanggal 26 
Agutus 2012, Pukul 13.46 Wib. 
 
terapan praktis ilmu pengetahu-
an.10 Pada saat ini pembuktian 
berdasarkan ilmu pengetahuan 
dan teknologi yang paling akurat 
dapat dilakukan melalui tes DNA. 
DNA atau Asam Deoksiri-
bonukleat, (bahasa Inggris: 
deoxyribonucleic acid), adalah 
sejenis asam nukleat yang 
tergolong biomolekul utama 
penyusun berat kering setiap 
organisme. Di dalam sel, DNA 
umumnya terletak di dalam inti sel. 
Secara garis besar, peran DNA di 
dalam sebuah sel adalah sebagai 
materi genetik; artinya, DNA 
menyimpan cetak biru bagi 
segala aktivitas sel. Ini berlaku 
umum bagi setiap organisme. Di 
antara perkecualian yang 
menonjol adalah beberapa jenis 
virus (dan virus tidak termasuk 
organisme) seperti HIV (Human 
Immunodeficiency Virus).11 
Untuk memenuhi ketentuan 
Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 1974 tentang Perkawinan 
sebagaimana telah diubah 
berdasaran Putusan Mahkamah 
Konstitusi, maka dapat dilakukan 
Tes DNA yang termasuk dalam 
kategori  Tes paternitas, yaitu: tes 
DNA untuk menentukan apakah 
seorang pria adalah ayah biologis 
dari seorang anak. Tes paternitas 
membandingkan pola DNA anak 
dengan terduga ayah untuk 
                                                          
10 Ibid. 
11Wikipedia, Asam Deoksiribonukleat 
http://id.wikipedia.org/wiki/ Asam_deoksiribonukleat. Diakses 
tanggal 24 Agustus 2012, Pukul. 13.45 Wib. 
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memeriksa bukti pewarisan 
DNA yang menunjukkan 




sebut selengkapnya dapat 
diambil beberapa poin 
mengenai tujuan pengubah-
an Pasal 43 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 
tentang Perkawinan, yaitu:13  
a. Memberi legalitas hukum 
hubungan darah antara 
anak dengan ayah 
biologisnya, yakni bah-
wa hubungan darah 
antara anak dengan 
ayah biologisnya yang 
semula hanya merupa-
kan sebuah realitas 
menjadi hubungan hu-
kum sehingga memiliki 
akibat hukum.  
b. Memberi perlindungan 
hukum atas hak-hak 
dasar anak, baik ter-
hadap ayahnya dan 
keluarga ayahnya mau-
pun lingkungannya. 
c. Memberi perlakuan 
yang adil terhadap 
setiap anak yang dilahir-
kan meskipun perkawin-
                                                          
12 Ibid. 
13 A. Mukti Arto, Diskusi Hukum Putusan 
Mahkamah Konstitusi RI Nomor 46/PUU-IIIV/2010 
Tanggal 27 Pebruari 2012 Tentang Perubahan Pasal 
43 UUP, (Bahan Diskusi Hukum hakim PTA Ambon 
dan PA Ambon Bersama Pejabat Kepanitreaan pada 
tangal 16 Maret 2012 di Auditorium PTA Ambon). 
Hlm. 5-6. 
an orang tuanya tidak 
(belum) ada kepastian.  
d. Menegaskan adanya hu-
bungan perdata setiap anak 
dengan ayah biologisnya 
dan keluarga ayahnya 
menurut hukum sebagai-
mana hubungan perdata 
dengan ibunya dan keluarga 
ibunya.  
e. Menegaskan adanya kewa-
jiban ayah menurut hukum 
memelihara setiap anak 
yang dilahirkan dari darah-
nya.  
f. Melindungi hak waris anak 
dari ayahnya karena adanya 
hubungan darah, hak dan 
tanggung jawab satu sama 
lain.  
g. Menjamin masa depan anak 
sebagaimana anak-anak pa-
da umumnya.  
h. Menjamin hak-hak anak 
untuk mendapat pengasuh-
an, pemeliharaan, pendidik-
an dan biaya penghidupan, 
perindungan dan lain 
sebagainya dari ayahnya 
sebagaimana mestinya.  
i. Memberi ketegasan hukum 
bahwa setiap laki-laki harus 
bertanggung jawab atas 
tindakannya dan akibat yang 
timbul karena perbuatannya 
itu, dalam hal ini me-
nyebabkan lahirnya anak. 
Mereka tidak dapat melepas-
kan diri dari tanggung jawab 
tersebut.  
Pada pertimbangannya 
Mahkamah Konstitusi juga 
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menegaskan, hubungan 
anak dengan seorang laki-
laki sebagai bapak tidak 
semata-mata karena adanya 
ikatan perkawinan, akan 
tetapi dapat juga didasarkan 
pada pembuktian adanya 
hubungan darah antara 
anak dengan laki-laki 
tersebut sebagai bapak. 
Dengan demikian, terlepas 
dari soal prosedur/adminis-
trasi perkawinannya, anak 
yang dilahirkan harus 
mendapatkan perlindungan 
hukum. Jika tidak demikian, 
maka yang dirugikan adalah 
anak yang dilahirkan di luar 
perkawinan, padahal anak 
tersebut tidak berdosa 
karena kelahirannya di luar 
kehendaknya. 
Putusan Mahkamah 
Konstitusi tersebut adalah 
suatu putusan final yang 
berkaitan dengan uji materil 
undang-undang, yang da-
lam hal ini Pasal 43 ayat (1) 
Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 1974. Oleh karena itu, 
Putusan Mahakamah Kons-
titusi ini berlaku sebagai 
undang-undang sehingga 
substansinya general, tidak 
individual dan tidak kasuis-
tik,14 sesuai ketentuan Pasal 
56 ayat ((3) jo Pasal 57 ayat 
(1) Undang-Undang Mahka-
mah Konstitusi. Oleh karena 
                                                          
14  Ibid. hlm. 12-13. 
 
itu pula putusan Mahkamah 
Konstitusi ini menjadi norma hukum 
yang berlaku untuk seluruh warga 
negara Indonesia tentang 
hubungan hukum antara anak 
dengan kedua orang tuannya 
beserta segala konsekwensinya, 
baik anak itu adalah anak yang 
dilahirkan oleh seorang perem-
puan yang dihamili seorang laki-
laki tanpa ikatan perkawinan 
(anak zina), dan setelah anak itu 
lahir kedua orang perempuan 
dan laki-laki ini tidak pernah 
mengikatkan diri dalam ikatan 
perkawinan yang sah maupun 
setelah anak tersebut lahir 
kemudian kedua orang perem-
puan dan laki-laki itu mengikatkan 
diri dalam ikatan perkawinan 
yang sah (anak di luar 
perkawinan), atau anak tersebut 
lahir dari seorang perempuan 
yang dihamili seorang laki-laki 
dalam ikatan perkawinan yang 
tidak memiliki kepastian dan tidak 
memiliki kekuatan hukum, karena 
peristiwa perkawinannya tidak 
sesuai dengan perundang-
undangan yang berlaku (per-
kawinan siri atau perkawinan di 
bawah tangan). 
Putusan Mahakamah Kons-
titusi tersebut memiliki kekuatan 
mengikat terhadap seluruh 
masyarakat Indonesia sejak 
diucapkan dalam sidang terbuka 
untuk umum pada tanggal 27 
Pebruari Tahun 2012 sesuai Pasal 
47 Undang-undang Mahkamah 
Konstitusi dan dengan terbitnya 
Putusan Mahkamah Konstitusi ini, 
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maka ketentuan Pasal 43 
ayat (1) dan Pasal 100 
Kompilasi Hukum Islam tidak 
memiliki kekuatan hukum 
mengikat.15 
 
3. Hak-Hak Anak Luar Kawin 




an Mahkamah Konstitusi No. 
46/PUU-VII/2010, anak-anak 
yang dilahirkan dari hasil 
nikah siri status hukumnya 
sama dengan anak luar 
kawin yakni hanya punya 
hubungan hukum dengan 
ibunya.16 Hal ini membawa 
konsekuensi, anak yang lahir 
dari kawin siri, secara hukum 
negara tidak mempunyai 
hubungan hukum dengan 
ayahnya. Hal tersebut antara 
lain akan terlihat dari akta 
kelahiran si anak. Dalam akta 
kelahiran anak yang lahir dari 
perkawinan siri tercantum 
bahwa telah dilahirkan 
seorang anak bernama 
siapa, hari dan tanggal 
kelahiran, urutan kelahiran, 
nama ibu dan tanggal 
kelahiran ibu (menyebut 
nama ibu saja, tidak 
menyebut nama ayah si 
anak). Demikian diatur 
dalam Pasal 55 ayat (2) huruf 
a  Peraturan Pemerintah 
                                                          
15 Putusan MK Nomor 46/PUU-VII/2010   
16 lihat Pasal 43 ayat [1]  Undang-Undang 
No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 
Nomor 37 Tahun 2007 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2006 tentang 
Administrasi Kependudukan. Selain 
itu, konsekuensi dari tidak adanya 
hubungan antara ayah dan 
anak secara hukum juga ber-
akibat anak luar kawin tidak 
mendapat warisan dari ayah 
biologisnya. Akan tetapi, kemu-
dian Mahkamah Konstitusi (MK) 
melalui Putusan Mahkamah 
Konstitusi No. 46/PUU-VII/2010 
tentang pengujian pasal 43 ayat 
(1) Undang-Undang Perkawinan 
menyatakan anak yang lahir di 
luar kawin mempunyai hubungan 
hukum dengan ayah biologis, tak 
lagi hanya kepada ibu dan 
keluarga ibu. 
Berkaitan dengan hal 
tersebut di atas, masalah 
kedudukan anak diluar kawin ini, 
terutama adalah dalam hubung-
annya dengan pihak bapaknya, 
sedangkan terhadap pihak 
ibunya secara umum dapat 
dikatakan tidak terlalu susah untuk 
mengetahui siapa ibu dari 
anak yang dilahirkan tersebut. 
Untuk mengetahui siapa ayah dari 
seorang anak, masih dapat 
menimbulkan kesulitan. Bagi 
seseorang, anak dianggap selalu 
mempunyai hubungan hukum 
dengan ibunya. Dengan pihak 
bapak, anak tidaklah demikian.  
Anak tidak mempunyai hubungan 
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kamah Konstitusi Nomor  
46/PUU-VII/2010 terhadap 
perubahan  ketentuan Pasal 
43 ayat (1) menyebabkan 
hubungan antara anak luar 
kawin dengan bapaknya 
adalah hubungan darah 
dalam arti biologis yang 
dikukuhkan berdasarkan 
proses hukum. Putusan 
Mahkamah Konstitusi mem-
buka kemungkinan hukum 
bagi ditemukannya subyek 
hukum yang harus bertang-
gungjawab terhadap anak 
luar kawin untuk bertindak 
sebagai bapaknya melalui 
mekanisme hukum dengan 
menggunakan pembuktian 
berdasarkan ilmu pengetahu-
an dan teknologi mutakhir 
dan/atau hukum.18 Dengan 
adanya Putusan Mahkamah 
Konstitusi tersebut di atas, 
menurut penulis setidaknya 
ada dua cara untuk dapat 
menjadikan sang anak luar 
kawin memiliki hubungan 
darah dan juga hubungan 
perdata dengan ayah 
                                                          
17 Wahono Darmabrata  dan Surini Ahlan 
Sjarif , 2004, Hukum Perkawinan dan Keluarga di 
Indonesia, Badan Penerbit Fakultas Hukum 
Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 131. 
18Sarnuubi, Hubungan Perdata Anak Luar 
Kawin Dengan Ayahnya Pasca Putusan 
Mk.http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f7ae9
3da9a23/hubungan-perdata-anak-luar-kawin-
dengan-ayahnya-pasca-putusan-mk. diakses tanggal 
21 Juli 2012, Pukul 10.42 Wib. 
biologisnya dan keluarga ayah-
nya, yaitu; pengakuan oleh sang 
ayah biologis atau pengesahan 
oleh sang ayah biologis terhadap 
anak luar kawin tersebut. 
Pada dasarnya Putusan 
Mahkamah Konstitusi tersebut di 
atas, menguatkan kedudukan ibu 
dari si anak luar kawin dalam 
memintakan pengakuan terha-
dap ayah biologis dari si anak luar 
kawin tersebut, apabila si ayah 
tidak mau melakukan pengakuan 
secara sukarela terhadap anak 
luar kawin. Dengan diakuinya 
anak luar kawin oleh ayah 
biologisnya, maka pada saat 
itulah timbul hubungan perdata 
dengan si ayah biologis dan 
keluarga ayahnya. Dengan 
demikian, setelah adanya proses 
pengakuan terhadap anak luar 
kawin tersebut, maka anak luar 
kawin tersebut terlahirlah 
hubungan perdata antara anak 
itu dengan ayahnya sebagai-
mana diatur Pasal 280 Kitab 
Undang-Undang Hukum Perdata 
yang berbunyi: 
“Dengan pengakuan terhadap 
anak di luar kawin, terlahirlah 
hubungan perdata antara anak 
itu dan bapak atau ibunya. 
Berkaitan dengan hal-hal 
tersebut di atas, sejak keluarnya 
putusan Mahkamah Konstitusi 
Nomor  46/PUU-VII/2010, seorang 
anak tidak perlu lagi untuk 
mendapatkan pengakuan dari 
ayah bilogisnya untuk mendapat 
mendapatkan hubungan per-
data, melainkan secara otomatis 
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akan ada hubungan perdata 
dengan ayah biologisnya 
apabila anak dan/atau 
ibunya mampu membuktikan 
bahwa antara anak dengan 
seseorang lelaki yang 
dianggap ayah biologis 
tersebut terdapat hubungan 
darah yang dapat dibuktikan 
dengan teknologi. Akan 
tetapi permasalahan yang 
muncul saat ini bagi Hj. 
Aisyah Mochtar adalah 
membuktikan adanya hu-
bungan darah antara 
anaknya dengan almarhum 
Mardiono yang menurut Hj. 
Aisyah Mochtar merupakan 
ayah biologis dari anaknya. 
Berdasarkan hal-hal 
tersebut di atas, sejak 
adanya Putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor  46/PUU-
VII/2010 maka anak luar 
kawin diakui sebagai anak 
yang sah dan mempunyai 
hubungan waris dengan 
bapak biologisnya.19 Dengan 
diakuinya anak luar kawin 
sebagai anak yang sah dan 
mempunyai hubungan waris 
dengan bapak biologis, 
terdapat beberapa risiko 
yang akan timbul. Salah 
satunya terkait dengan harta 
waris. Selain itu, anak juga 
mempunyai hak sebagimana 
                                                          
19 Ahamad Hanafi, 2012, Implementasi 
Ketentuan Anak Luar Kawin. http://tempirai-
city.blogspot.com/2012/04/implementasi-ketentuan-
anak-luar-kawin.html. diakses tanggal 12 Juli 2012, 
Pukul 12.34 Wib. 
yang diatur dalam Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak. 
Putusan Mahkamah Konstitusi 
yang menyatakan anak yang 
dilahirkan di luar perkawinan 
mempunyai hubungan perdata 
dengan ibunya dan keluarga 
ibunya serta dengan laki-laki 
sebagai ayahnya dan keluarga 
ayahnya, yang dapat dibuktikan 
berdasarkan ilmu pengetahuan 
dan teknologi dan/atau alat bukti 
lain menurut hukum mempunyai 
hubungan darah, membawa 
dampak secara terhadap 
hubungan hukum antara anak 
luar nikah dengan ayah 
biologisnya terutama berkaitan 
dengan masalah hukum perdata, 
yang berkaitan dengan 
pemenuhan nafkah,20 hubungan 
nasab, hubungan mahram, 
hubungan hak dan kewajiban, 
hubungan pewarisan (saling 
mewarisi) yang merupakan 
pelanjutan hubungan hak dan 
kewajiban karena nasab ketika 
mereka sama-sama masih hidup 
dan  hubungan wali nikah antara 
ayah dengan anak perempuan-
nya. 
Status anak luar nikah 
menurut hukum yang dimuat 
pada putusan Mahkamah 
Konstitusi mempunyai hubungan 
                                                          
20 Yang dimaksud nafkah dalam hal ini adalah 
nafkah anak, berupa biaya pemeliharaan, biaya kebutuhan 
pokok anak, biaya pendidikan anak dan segala biaya yang 
diperlukan untuk menunjang kelangsungan dan per-
kembangan anak sampai dewasa atau mandiri, sesuai Pasal 
45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat 
(4) Kompilasi Hukum Islam.   
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nasab dengan ibunya dan 
keluarga ibunya serta de-
ngan ayah dan keluarga 
ayahnya, maka yang wajib 
memberikan nafkah terha-
dap anak tersebut adalah 
ayahnya dan keluarga 
ayahnya. Baik sebagai ayah 
yang memiliki ikatan per-
kawinan yang sah dengan 
ibunya maupun ayah/bapak 
alami (genetik), kewajiban 
tersebut adalah kewajiban 
hukum memberikan nafkah 
kepada anak. Karena anak 
dalam hal ini tidak berbeda 
dengan anak sah. Dengan 
demikian terhadap anak, 
ayah wajib memberikan 
nafkah dan penghidupan 
yang layak seperti nafkah, 
kesehatan, pendidikan dan 
lain sebagainya kepada 
anak-anaknya, sesuai de-
ngan penghasilannya, se-
bagaimana ketentuan Pasal 
80 ayat (4) Kompilasi Hukum 
Islam, dalam hal ayah dan 
ibunya masih terikat tali 
pernikahan. Apabila ayah 
dan ibu anak tersebut telah 
bercerai, maka ayah tetap 
dibebankan memberi nafkah 
kepada anak-anaknya, se-
suai dengan kemampuan-
nya, sebagaimana maksud 
Pasal 105 huruf c dan Pasal 
156 huruf (d) Kompilasi Hukum 
Islam. 
Pokok pikiran utama 
yang melandasi putusan 
Mahkamah Konstitusi yang 
merombak ketentuan Pasal 43 
ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 1974 pada dasarnya 
adalah “tidak tepat dan tidak adil 
jika hukum membebaskan laki-laki 
yang melakukan hubungan 
seksual yang menyebabkan 
terjadinya kehamilan dan 
kelahiran anak tersebut dari 
tanggung jawabnya sebagai 
seorang bapak dan bersamaan 
dengan itu hukum meniadakan 
hak-hak anak terhadap laki-laki 
tersebut sebagai ayahnya”.21 
Pokok pikiran ini seolah-olah 
menjadi alasan yang mendasar 
bahwa seorang laki-laki yang 
menghamili seorang perempuan 
yang kemudian melahirkan anak, 
dengan ketentuan Pasal 43 ayat 
(1) tersebut akan melepaskan 
tanggung jawabnya sebagai 
ayah biologisnya, dengan demiki-
an setelah ketentuan pasal 
tersebut di-review, maka kewajib-
an ayah biologis memberikan 
keadilan sesuai dengan per-
buatan yang dilakukannya. 
Putusan Mahkamah Kons-
titusi Nomor 46/PUU-VII/2010 hanya 
mengubah ketentuan dalam 
Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan saja dan tidak 
mengubah ketentuan Pasal 42. 
Oleh karena Pasal 42 Undang-
                                                          
21 Syamsul anwar dan Isak Munawar, 2012, Nasab 
Anak Diluar Perkawinan Paska Putusan Mahkamah 
Konstitusi  Nomor 46/PUU-IIIV/2010 Tanggal 27 Pebruari 
2012  Menurut Teori Fikih dan Perundang-Undangan. hlm. 
31. 
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Undang Nomor 1 Tahun 1974 
tidak di-review oleh Mah-
kamah Konstitusi, maka 
ketentuan-ketentuan hukum 
sebagai-mana tersebut tetap 
berlaku dan mengikat semua 
pihak. Oleh karena itu Pasal 
43 ayat (1) Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 1974 yang 
telah di-review, menjadi anak 
di luar perkawinan memiliki 
hubungan perdata dengan 
ibunya dan ayahnya serta 
dengan keluarga ibu dan 
ayahnya. Hubungan perdata 
dimaksud kecuali dalam hal 
wali nikah, yang berhak 
menjadi wali nikah bagi anak 
perempuan yang lahir di luar 
perkawinan adalah wali 
hakim.22 
Menurut A. Mukti Arto,  
Putusan Mahkamah Konstitusi 
Nomor  46/PUU-VII/2010 telah 
menimbulkan banyak per-
ubahan hukum, antara lain, 
yaitu:23  
a. Mengubah hubungan 
darah anak dengan 
ayah bilogisnya yang 
semula hanya bersifat 
alamiah (sunnatullah) 
semata menjadi hu-
bungan hukum yang 
mempunyai akibat hu-
kum berupa hubungan 
perdata.  
b. Adanya pengakuan se-
cara hukum bahwa 
                                                          
22 Ibid. hlm. 32. 
23 A. Mukti Arto, Op. Cit. hlm. 7. 
anak yang dilahirkan di luar 
perkawinan juga mem-
punyai hubungan perdata 
dengan ayah biologisnya 
dan keluarga ayahnya 
sebagaimana hubungan per-
data anak dengan ibunya 
dan keluarga ibunya. Peng-
akuan secara hukum ini 
sebelumnya tidak ada.  
c. Adanya tanggung jawab 
menurut hukum atas ayah 
terhadap anak yang dilahir-
kan akibat perbuatannya, 
meskipun anak itu lahir di luar 
perkawinan. Sebelumnya, 
ayah biologis tidak dapat 
digugat untuk bertanggung 
jawab atas anak biologisnya. 
Bertitik tolak dari hal-hal 
tersebut di atas, adanya putusan 
Mahkamah Konstitusi telah me-
nyebabkan anak yang dilahirkan 
di luar perkawinan mempunyai 
hak untuk meminta pertanggung-
jawaban hukum ayah biologisnya 
tanpa harus ada pengakuan dari 
ayah biologisnya. Hubungan 
hukum tersebut tidak hanya 
kepada ayah biologisnya saja 
tetapi juga kepada keluarga 
ayahnya terutama berkaitan 
dengan harta waris apabila ayah 
biologisnya tersebut telah me-
ninggal dunia.  
Pasal 832 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata 
menyatakan : 
"Menurut undang-undang, 
yang berhak menjadi ahli waris 
ialah keluarga sedarah, baik 
yang sah menurut undang-
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undang maupun yang di 
luar perkawinan, dan 
suami atau isteri yang 
hidup terlama". 
Ketentuan Pasal ter-
sebut di atas, pada prinsip-
nya sejalan dengan putusan 
Mahkamah Konstitusi Nomor  
46/PUU-VII/2010, akan tetapi 
menurut ketentuan Pasal 832 
Kitab Undang-Undang Hu-
kum Perdata tersebut yang 
dimaksud dengan hubungan 
darah luar kawin adalah 
hubungan yang dianggap 
muncul sebagai akibat 
hubungan biologis antara si 
ayah biologis dengan ibu 
biologis yang melahirkan 
anak luar kawin tersebut 
disertai dengan pengakuan 
yang sah terhadap si anak 
luar kawin yang bersangkut-
an.24 Dengan demikian, untuk 
menjadi ahli waris anak yang 
lahir diluar kawin masih tetap 
harus mendapatkan peng-
akuan secara hukum dari 
ayah biologisnya. Hal ini yang 
membedakan dengan Putus-
an Mahkamah Konstitusi. 
Sedangkan menurut hukum 
Islam, anak yang dilahirkan di 
luar perkwinan tersebut 
memang berhak untuk 
menjadi ahli waris yang 
bersumber pada hubungan 
kekerabatan atau nasab. 
 
                                                          
24 J. Satrio, 1992, Hukum Waris, 
Bandung: Alumni. Hlm. 29 
D. PENUTUP 
1. Kesimpulan 
a. Dasar hukum Mahkamah 
Konstitusi mengabulkan se-
bagian gugatan Hj. Aisyah 
Mochtar dalam uji materi 
(Yudicial Review) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 
Tentang Perkawinan, yaitu : 
Permohonan para Pemohon 
untuk menguji konstitusionali-
tas norma Pasal 2 ayat (2) 
dan Pasal 43 ayat (1) 
Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 1974 terhadap UUD 
1945, menjadi salah satu 
kewenangan Mahkamah, 
terdapat hubungan sebab 
akibat (causal verband) 
antara kerugian dimaksud 
dan berlakunya Undang-
Undang yang dimohonkan 
pengujian, sehingga para 
Pemohon memenuhi syarat 
kedudukan hukum (legal 
standing) untuk mengajukan 
permohonan aquo, tidak 
tepat dan tidak adil 
manakala hukum menetap-
kan bahwa anak yang lahir 
dari suatu kehamilan karena 
hubungan seksual di luar 
perkawinan hanya memiliki 
hubungan dengan perempu-
an tersebut sebagai ibunya, 
dan Pasal 43 ayat (1) 
Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 1974 tentang Per-
kawinan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 
1974 Nomor 1, Tambahan 
Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Nomor 3019) 
yang menyatakan, 
“Anak yang dilahirkan di 
luar perkawinan hanya 
mempunyai hubungan 
perdata dengan ibunya 




sia Tahun 1945 sepan-
jang dimaknai meng-
hilangkan hubungan 
perdata dengan laki-laki 
yang dapat dibuktikan 
berdasarkan ilmu penge-
tahuan dan teknologi 
dan/atau alat bukti lain 
menurut hukum ternyata 
mempunyai hubungan 
darah sebagai ayahnya. 
b. Adanya Putusan Mahka-
mah Konstitusi Nomor 




hi hak-hak anak yang 
meliputi: (1) Hak untuk 
dapat hidup, tumbuh, 
berkembang, dan ber-
partisipasi secara wajar 
sesuai dengan harkat 
dan martabat kemanu-
siaan, serta mendapat 
perlindungan dari ke-
kerasan dan diskriminasi; 
(2) Hak untuk beribadah 
menurut agamanya, 
berpikir, dan berekspresi 
sesuai sesuai dengan 
tingkat kecerdasan dan 
usianya, dalam bimbingan 
orang tua; (3) Hak 
mengetahui orang tuanya, 
dibesarkan, dan diasuh oleh 
orang tuanya sendiri; (4) Hak 
mendapat perlindungan dari 
perlakuan: (a) diskriminasi; (b) 
eksploitasi, baik ekonomi 
maupun seksual; (c) penelan-
taran; (d) kekejaman, keke-
rasan, dan penganiayaan; 
e.ketidakadilan; dan (f) per-
lakuan salah lainnya; (5) Hak 
diasuh oleh orang tuanya 
sendiri, harus dipenuhi oleh 
laki-laki yang menjadi ayah 
biologisnya. Selain itu, anak 
diluar nikah juga mempunyai 
hak untuk mendapatkan 
nafkahdan kewarisan dari 





tusi Nomor Nomor 46/PUU-VII/2010, 
yang menyebabkan seorang 
ayah biologis berkewajiban untuk 
memenuhi hak-hak anaknya, 
sehingga Putusan Mahkamah 
Konstitusi tersebut seharusnya 
dipatuhi oleh berbagai pihak baik 
pihak Tergugat maupun menjadi 
contoh bagi masyarakat, 
sehingga hak-hak anak tetap 
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